
 

 

 

 

 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2015 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

Menimbang           
           

: a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik  
Negara/Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pelayanan Pasar sudah tidak sesuai lagi 
sehingga perlu disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

 

Mengingat              : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 



  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 
36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5145); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4132); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 



  17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 1989 Nomor 1 Seri 

C); 
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Temanggung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 

Nomor 6); 
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) 

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten 
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Tahun 2011 Nomor 23);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 23); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 
Nomor 13); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

dan  

BUPATI TEMANGGUNG 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 13 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 13) diubah sebagai berikut:  



1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 7 diubah dan ditambahkan pengertian “ Pasar 
Hewan” sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Temanggung. 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten Temanggung. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan 
pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan 
fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik 
negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, 
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Pasar adalah tempatbertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan 
transtraksi sarana interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan 
ekonomi masyarakat. 

8. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas 
halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios, dan bentuk lainnya 
yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, termasuk pasar yang dikelola 
berdasarkan perjanjian kerjasama, pasar ikan dan pasar hewan, yang khusus 

disediakan untuk pedagang. 
8a.Pasar Hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah. 
9. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong di sekitar tempat berjualan di pasar 

atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau 

dipergunakan sebagai tempat berjualan atau fungsi lain penunjang pasar. 
10. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain 

yang diizinkan yang beralas permanen tanpa dilengkapi dengan dinding 
pembatas antara ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan 
barang atau jasa. 

11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang 
lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang di 
pergunakan untuk kegiatan usaha berjualan. 

12. Toko adalah bangunan di lingkungan pasar, yang beratap dan dilengkapi 

dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang 
dipergunakan untuk usaha berjualan. 

13. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko, adalah bangunan tetap berlantai 
dua atau lebih yang dipergunakan untuk rumah dan toko. 

14. Pengelolaan Pasar adalah Pengelolaan Pasar Daerah yang menyangkut 

pengelolaan manajemen secara langsung.  
15. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan Pemerintah 
Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. 



16. Retribusi Jasa umum adalah Retribusi atas dasar yang disediakan atau 
diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan 
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

17. Retribusi Pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan dan/atau diberikan 
Pemerintah Daerah berupa pemanfaatan fasilitas Pasar Daerah. 

18. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan/berdagang yang berada disekitar 
pasar.  

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah 

Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. 
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 

untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga 
dan/atau denda. 

21. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur 
kepada Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya. 

22. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat 

yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau 
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran 
lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

23.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut  atau pemotong retribusi. 

24.Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan 
retribusi Daerah.  

25. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya 
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 
itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

26.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai 
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk 
melakukan penyidikan. 

27.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD, adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan 
atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana. 

 

2. Ketentuan Bab II Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 3 

 

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Pasar tradisional/sederhana 

berupa pelataran, los, kios, toko, ruko, dan pasar hewan yang dikelola 
oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 

(2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik 

Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. 
(3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

penyediaan: 
a. lahan; 
b. fasilitas bangunan pasar; 

c. fasilitas penerangan umum; dan 
d. fasilitas umum lainnya. 



3. Ketentuan Bab III Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

BAB III 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

 
Pasal 7 

 
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka 
waktu dan kelas tempat berjualan yang digunakan. 
 

4. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, dan 

diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A, 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
BAB VA 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 

 
Pasal 9A 

 

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3) Penetapan Tarif Retribusi sebagimana dimaksud ayat (2) ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

 
5. Ketentuan lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian tak terpisahkan.  
 

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung 

  Ditetapkan di 

  pada tanggal  

Temanggung 

14 Desember 2015 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 
 
 

TTD 

M. BAMBANG SUKARNO 

Diundangkan di Temanggung 

pada tanggal 14 Desember 2015 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TEMANGGUNG, 

 

TTD 

BAMBANG AROCHMAN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 17 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (17/2015) 



PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG  

NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  

 

I.  UMUM 

 

Bahwa Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Asli 

Daerah,diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan yang handal dalam 
rangkapenyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kepada 
Masyarakat. Untuk itulah perlu adanya upaya intensifikasi terhadap pungutan 
retribusi yang telah ada. 

Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah, mengamanatkan kebijakan Pajak dan Retribusi 
Daerahdilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, 
peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi 
daerah. 

Bahwa berdasarkan hal tersebut beberapa ketentuan dalam Peraturan 
Daerah Kabupaten Temanggung tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang sudah 
tidak sesuai lagi perlu disesuaikan maka perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I     

Yang dimaksud dengan jenis tempat adalah tempat berjualan berupa ruko, 
toko, kios, los dan pelataran. 

Yang dimaksud dengan kelas tempat adalah letak tempat yang dinilai 
dengan memperhatikan posisi strategis.  

Pasal II  

         Cukup Jelas 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR : 17 TAHUN 2015 

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG 
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

I. TARIF RETRIBUSI   

Keterangan 
Kelas Pasar : 
Pasar Tipe A adalah : 1. Pasar Kliwon Rejo Amertani Temanggung 

         2. Pasar Legi Parakan 
         3. Pasar Temanggung Permai 
         4. Pasar Temanggung Indah 
Pasar Tipe B adalah : 1. Pasar Ngadirejo 
         2. Pasar Kranggan 

         3. Pasar Entho Parakan 
         4. Pasar Agro Kranggan 
Pasar Tipe C adalah : 1. Pasar Candiroto 
         2. Pasar Pingit 
         3. Pasar Kerkop Temanggung 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

OBJEK RETRIBUSI 
RUKO 

Rp/Hari 

TOKO 

Rp/Hari 
KELAS 

KIOS 

Rp/Hari 
KELAS 

LOS/ 

PELATARAN   

Rp/Hari 

LOS 
DAGING 

Rp/Hari 

PASAR  

TIPE A 

5.500,00 3.000,00 Utama 3.000,00 
 

  

  I 2.500,00 I 1.500,00 2.000,00 

  II 2.000,00 II 1.000,00 - 

  III 1.500,00 III    1.000,00 - 

 
  

 
 

 
  

PASAR  

TIPE B  

  I 2.500,00 I 1.500,00 2.000,00 

  II 2.000,00 II 1.000,00 - 

 
  

 
 

 
  

PASAR  

TIPE C 

  I 2.000,00 I 1.000,00 1.500,00 

  II 1.500,00 II     1.000,00 - 

 

 

I.  

 

 

 

 

 

 
 

 
  



II. RETRIBUSI PENEMPATAN 
 

             Keterangan : 

Yang dimaksud dengan Pasar baru adalah pasar yang dibangun/renovasi sejak 

tahun 2013. 

 

III.   TARIF RETRIBUSI PASAR HEWAN 

N0 OBJEK RETRIBUSI TARIF 

1 
Tambatan Ternak Besar  

(sapi, kerbau, kuda) 
Rp. 4.000,00/ekor 

2 
Tambatan Ternak Kecil 

(kambing, domba) 
Rp. 2.000,00/ekor 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

OBJEK 

RETRIBU
SI 

KE
LAS 

TARIF KETERANGAN 

PENEMPATAN  AWAL 

PENEMPATAN 
SELANJUTNYA 

 

PASAR 
BARU 

PASAR 
LAMA 

 

1 Ruko  Luas bangunan per unit x 

100 % x Biaya pembangunan 
per meter persegi. 

50% x 

Retribusi 
penempatan 
awal. 

 

25% x 

harga 
pasaran 
setempat. 

 

1. Retribusi 

penempatan 

awal berlaku 3 

Tahun. 

2. Biaya 

pembangunan 

dihitung 

berdasarkan 

biaya 

pembangunan 

keseluruhan 

dikurangi biaya 

pembangunan 

fasilitas umum 

dan fasilitas 

sosial   yang 

ditetapkan oleh 

Bupati. 

2 Toko  Luas bangunan per unit x 

100 % x Biaya pembangunan 
per meter persegi. 

3 

 

Kios  

 

I Luas bangunan per unit x 

100 % x Biaya pembangunan 
per meter persegi. 

II Luas bangunan per unit x 80 

% x Biaya pembangunan per 
meter persegi. 

III Luas bangunan per unit x 60 

% x Biaya pembangunan per 
meter persegi. 

4 

 

Los   

 

I Luas bangunan per unit x 

100 % x Biaya pembangunan 
per meter persegi. 

II Luas bangunan per unit x 80 

% x Biaya pembangunan per 
meter persegi. 

III Luas bangunan per unit x 60 
% x Biaya pembangunan per 

meter persegi. 



IV.  TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS UMUM LAINNYA 

No FASILITAS 
JENIS 

PENGGUNAAN 
TARIF (Rp) KETERANGAN 

1 MCK 

Buang air besar/ 
kecil 1.000,00 

 Mandi 2.000,00  

2 Pelataran 
Bongkar Muat 

 

2.000,00 Kendaraan roda 
empat 

4.000,00 Kendaraan roda enam 

  atau lebih 

 

 

BUPATI TEMANGGUNG, 

 

 

TTD 

M. BAMBANG SUKARNO 


